
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR ~, TAHUN 2017
 

TENTANG
 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
 
SELATAN NOMOR 04 TABUK 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang a.	 bahwa sehubungan Peraturan Bupati Lampung Selatan 
Nomor 07.a Tabun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 04 
Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan tidak 
sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu meninjau 
kernbali Peraturan Bupati dirnaksud; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan 
Jalan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tabun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerab Tingkat II termasuk Kota Praja 
dalam Lingkungan Daerab Tingkat I Sumatera Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 1959 Nomor 73 Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2 .	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3731; 

3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 



4.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7.	 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Nomor 5052); 

8.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9.	 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terahir dengan telah Undang-undang Nomor 9 tahun 
2015 (Lembar Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179); 



Menetapkan 

13.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Se1atan Nomor 04 
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 
04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 04); 

14.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 16). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN 
JALAN. 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasa11 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

5.	 Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

7.	 Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat 
PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) . 

8.	 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan 
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 
diperoleh dari sumber lain. 

9.	 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan pajak yang terutang. 



10.	 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

11.	 Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 
atau dalarn bagian Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

12.	 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau 
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 
kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

13.	 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat 
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran 
pajak, objek pajak dan Zatau bukan objek pajak, 
dan Zatau harta dan kewajiban, sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

14.	 Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah me1alui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

15.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

16.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

17 .	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sarna besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

18.	 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah ke1ebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

19 .	 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan Zatau sanksi administratif berupa bunga dan / atau 
denda. 



20.	 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung 
darr/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 
tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, 
atau Surat Keputusan Keberatan. 

21	 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Sayar, atau terhadap pemotongan 
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

22.	 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

23.	 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

BAB II 
NAMA9 OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal2 

(1)	 Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas 
penggunaan tenaga listrik, book yang dihasilkan sendiri 
maupun yang diperoleh dari sumber lain . 

(2)	 Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga 
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh 
dari sumber lain. 

(3)	 Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. 

Pasal3 

Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah : 

a.	 penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah; 



b .	 penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang 
digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Asing, 
dengan asas timbal balik; 

c.	 penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan 
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari 
instansi teknis terkait; dan 

d.	 penggunaan tenaga listrik yang khusus untuk tempat 
ibadah. 

Pasal4 

(1)	 Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau 
Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. 

(2)	 Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau 
Badan yang menggunakan tenaga listrik. 

(3)	 Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib 
Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. 

BAB III
 
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
 

CARA PENGHITUNGAN PAJAK
 

Pasa15 

(1)	 Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai .Jual 
Tenaga Listrik. 

(2)	 Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebagai berikut : 

a.	 dalam hal tenaga listrik berasal dan sumber lain 
dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah 
jumlah tagihan biaya bebarr/fetap ditambah dengan 
biaya pemakaian KWh/variable yang ditagihkan 
dalarn rekening listrik; 

b.	 dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual 
Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas 
tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu 
pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang 
berlaku; 

(3)	 Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dihitung dengan cara mengalihkan pemakaian 
tenaga listrik (kwh) harga dasar listrik dan kapasitas genset 
terpasang (kva). 

Pasal6 

Tarif Pajak ditentukan sebagai berikut : 

a.	 penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan 
untuk industri sebesar 8% (delapan persen); 



b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN) untuk 
industri sebesar 5% (lima persen); 

c. penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, 
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak 
penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan 

d.	 penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif 
pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu 
koma lima persen). 

Pasal7 

Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5. 

Pasa18 

Cara menghitung besarnya Pajak dari tenaga listrik yang 
dihasilkan sendiri digunakan rumus sebagai berikut : 

Pemakaian Energi Listrik (KWH) 
Jam Nyala 

Kapasitas Genset terpasang (KVA) 

Keterangan 
Jam Nyala Jam Nyala operasi listrik selama 1 

(satu) bulan. 
KWH Pemakaian Energi (KWH) dalam 1 (satu) 

bulan. 
KVA Kapasitas / daya tepasang (Total genset). 
WBP Waktu Beban Puncak (18.00 sid 22.00) 

4 Jam. 
LWBP	 Luar Waktu Behan Puncak antar WBP 

dengan LWBP sesuai dengan 
karateristik beban system kelistrikan 
setempat atau K = 1)4 faktor kali yang 
ditetapkan PLN. 

BABIV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasa19 

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah 
Daerah Kabupaten Lampung Se1atan. 



BABV
 
BENTUK, lSI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
 

SPTPD,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT
 

Bagian Kesatu
 
SPTPD dan SKPD
 

PasallO 

(1)	 Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Wajib Pajak 
harus membuat daftar rekapitulasi tagihan listrik yang 
sekurang-kurangnya memuat data jumlah pelanggan, 
jumlah pembayaran penjualan tenaga listrik dan jumlah 
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) . 

(2)	 Oaftar rekapitulasi tagihan listrik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berfungsi sebagai SPTPO dan disampaikan 
kepada Bidang Pengembangan dan Penetapan Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi Oaerah. 

(3)	 Wajib Pajak selain PLN wajib mengisi SPfPD. 

(4)	 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
harus diisi dengan jelas benar dan lengkap 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai 
dengan lampiran-lampiran yang diperlukan serta 
menyampaikan kepada Bidang Pengembangan dan 
Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Oaerah. 

(5)	 SPfPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 
pelaporan data pelanggan / pemakai tenaga listrik, tarif 
daya, jumlah pemakaian, kwh, rekening, tagihan, dan / 
atau nilai jual tenaga listrik. 

(6)	 SPfPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima 
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

(7)	 Apabila batas waktu penyampaian SPfPO jatuh pada hari 
libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) 
hari kerja berikutnya. 

(8)	 Apabila batas waktu penyampaian SPfPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) terlampaui, maka diterbitkan 
SKPO secara jabatan. 

(9)	 SPfPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak 
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(10)	 Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



Baglan Kedua
 
SKPDKB dan SKPDKBT
 

Pasalll 

(1)	 Terhadap SPTPD yang telah diteliti masih dapat 
diterbitkan: 

a.	 SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau 
keterangan lain temyata jumlah Pajak Penerangan 
Jalan kurang dibayar; atau 

b.	 SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/ atau data 
yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang setelah 
diterbitkan SKPDKB; dan 

(2)	 Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum 
dalam Lampiran III, Lampiran IV dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABVI 
MASAPAJAK
 

Pasal12
 

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bulan kalender 
yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, 
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

BABVI 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK 

Pasa113 

(I)	 Mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan di 
lakukan dengan cara sebagai berikut : 

a.	 dibayar sendiri (self assesment); dan 

b.	 penetapan (official assesment). 

(2)	 Mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan dengan 
cara dibayar sendiri (Self Assesment) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: 

a.	 pendaftaran dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1.	 menyerahkan forrrrulir pendaftaran kepada 
Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar 
formulir pendaftaran; 



2.	 menerima dan memeriksa kelengkapan 
formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib 
Pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila 
pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, 
dalam Oaftar Formulir Pendaftaran diberi 
tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya 
dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, 
dafatar Wajib Pajak per-golongan serta 
dibuatkan Kartu NPWPO, dan 

3.	 apabila belum lengkap persyaratannya, 
forrnulir lampirannya, akan dikembalikan 
kepada Wajib Pajak secara tertulis untuk 
melengkapinya. 

b. pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1.	 menyerahkan formulir pendataan (SPTPD); 

2.	 menerima dan memeriksa kelengkapan 
Formulir Pendataan (SPTPD) yang telah diisi 
oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, 
apabila pengisiannya benar dan lampirannya 
dinyatakan lengkap, dalam daftar SPTPD 
diberikan tanda dan tanggal penerimaan, 
apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan 
kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya; dan 

3.	 mencatat data pajak dalam kartu data dan ke 
dalam daftar SPTPD Wajib Pajak Self 
Assesment. 

(3)	 Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 
dilakukan berdasarkan cara penetapan (Official 
Assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan sebagai berikut : 
a.	 pendaftaran dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1.	 mengirim forrnulir pendaftaran kepada Wajib 
Pajak setelah dicatat dalam daftar formulir 
pendaftaran ; 

2.	 menerima dan memeriksa kelengkapan 
formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah 
diisi dengan Wajib Pajak atau yang diberi 
kuasa, apabila pengisiannya benar dan 
lampirannya lengkap dalam daftar formulir 
pendaftaran diberi tanda dalam Daftar Induk 
Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak pergolongan 
serta dibuatkan Kartu NPWPD; dan 

3	 apabila tidak memenuhi persyaratan dan 
belum lengkap lampirannya, akan 
dikembalikan kepada Wajib Pajak secara 
tertulis untuk rnelengkapi lampirannya. 



b.	 pendataan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1.	 menyiapkan forrnulir pendataan (SPTPD) 
kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam 
daftar SPTPD); 

2.	 menerima dan memeriksa kelengkapan 
fonnulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi 
oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa 
apabila pengisiannya benar dan lampirannya 
lengkap dalam daftar fonnulir pendataan diberi 
tanda dan tanggal penerimaan, apabila belum 
lengkap dikembalikan kepada Wajib Pajak 
untuk melengkapi; dan 

3.	 mencatat data pajak dalam kartu data yang 
selanjutnya diserahkan kepada Unit Ketja yang 
membidangi untuk proses penetapan. 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Bagian Kesatu
 
Tata Cara Pembayaran
 

Pasal14 

(1)	 Pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak yang hams 
dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment). 

(2)	 Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya 
dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 
15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan 
menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah 
(SSPD) . 

(3)	 Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa 
wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas 
Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima. 

(4)	 Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah 
Lampung untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah atau 
melalui bendahara penerima Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah. 

(5)	 Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke 
Bendahara Penerima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas 
daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(6)	 Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, 
maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari 
kerja berikutnya. 



(7)	 Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedua
 
Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
 

pajak
 

PasallS 

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran 
pajak terutang dilakukan sebagai berikut: 

a.	 wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara 
angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus 
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 
Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan 
fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan 
pennohonannya; 

b.	 permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus 
melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang 
bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah 
diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan 
pennohonannya; 

c.	 permohonan pembayaran secara angsuran maupun 
penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan 
dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah 
terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang 
Penagihan Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah; 

d.	 pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak 
untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam 
masa pajak berjalan; 

e.	 penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) 
bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang 
tennuat dalam SKPKB, SKPDKBT atau STPD kecuali 
ditetapkan lain oleh Kepala Badan; 

f.	 pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran 
dikenakan bunga sebesar 2% (dua Persen) dari jumlah 
pajak yang dikenakan; 

g.	 perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai 
berikut : 

1.	 perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya 
terdapat jumlah sisa angsuran; 

2.	 j umlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan 
antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan 
diangsur dengan pokok pajak angsuran; 
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3.	 pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian 
antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur 
dengan jumlah angsuran; 

4.	 bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa 
angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); 
dan 

5.	 besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran 
adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan 
bunga sebesar 2 % (dua persen). 

h.	 perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai 
berikut: 

1.	 perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh 
jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil 
perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan 
jumlah pajak terutang yang ditunda, dikaJikan 
dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan 
ditunda: 

2.	 besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh 
jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan 
jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan 

3.	 penundaan pembayaran harus dilunasin sekaligus 
paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan 
yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur. 

terhadap wajib pajak yang telah mengajukan pennohonan 
pembayaran secara angsuran tidak dapat rnengajukan 
pennohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang 
sarna. 

Bagian Ketiga
 
Tata Cara Penagihan
 

Pasa116 

(1)	 KepaJa Badan dapat menerbitkan STPD apabila : 

a.	 pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 
dibayar; 

b.	 dan hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 
pernbayaran sebagai akibat salah tulis dari/ atau 
salah hitung; dan 

c.	 wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga dari/ atau denda. 



(2)	 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangkawaktu 
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya 
pajak. 

(3)	 SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua Persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 

(4)	 Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

BAB VIII
 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
 

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
 
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
 

Pasa117 

(1)	 Bupati karena jabatan atau atas perrnohonan Wajib Pajak 
dapat : 

a.	 membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, danjatau kekeliruan dalam 
Penerapan Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah; 

b.	 membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak 
yang tidak benar; dan 

c.	 mengurangkan atau menghapuskan sanksi 
administrasi berupa bunga denda dan kenaikan 
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
bukan karena kesalahannya. 

(2)	 Perrnohonan pernbetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 
secara tertulis oleh Wajib Pajak Kepada Bupati, atau 
Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan 
memberikan alasan yangjelas. 

BABIX
 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 

Pasal18 

Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan cara 



a .	 petugas enerima surat permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak, melakukan pemeriksaan dan 
membuat laporan pemeriksaan ditandatangani oleh 
petugas dan wajib pajak; . 

b.	 mencatat ke kartu data, selanjutnya diserahkan kepada 
unit kerja perhitungan untuk dilakukan perhitungan 
penetapan kelebihan pembayaran pajak; 

c.	 memperhitungkan dengan utang/ tunggakan pajak yang 
lain, apakah punya utang atau tidak, kemudian dibuat 
nota perhitungan; 

d .	 setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain 
temyata kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama 
dengan hutang pajak lainnya tersebut maka wajib pajak 
menerima bukti pemindahbukuan, sebagai bukti 
pembayaran kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, 
karenannya SKPDLB tidak diterbitkan . 

e.	 apabila utang pajak setelah 
diperhltungkarr/ dikompensasikan dengan kelebihan 
pembayaran pajak ternyata lebih, maka wajib pajak akan 
menerima bukti pemindah bukuan dan sebagai bukti 
pembayararr/ kompensasi dan SKPDLB harus diterbitkan; 

f.	 setelah menerima SKPDLB dari unit kerja penetaan 
diproses untuk diterbitkan SPMKPD dan ditanda tangani 
oleh Bupati; dan 

g.	 kas daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak 
sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU. 

BABX
 
INSENTIF PEMUNGUTAN
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(1)	 lnsentif diberikan kepada lnstansi Pelaksana Pemungutan 
Pajak Penerangan Jalan. 

(2)	 Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
proporsional dibayarkan kepada : 

a.	 Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan 
Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan tanggung 
jawab masing-masing; 

b.	 Bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c.	 Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan 
keuangan daerah; dan 

d .	 pihak lain yang membantu instansi pelaksana 
pemungutan Pajak Penerangan Jalan. 
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(1)	 Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat 
diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2)	 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(3)	 Besamya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi 
Pendapatan. 

(4)	 Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk : 

a.	 Bupati 0,50% (no I koma lima puluh 
persen); 

b.	 Wakil Bupati 0,25% (no I koma dua puluh lima 
persen); 

c.	 Sekretaris 0,25 % (nol koma dua puluh lima 
daerah persen); dan 

d.	 BPPRD dan 4 % (empat persen).
 
Instansi lain
 
yang
 
membantu
 
pelaksanaan
 
pemungutan
 

(5)	 Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

RAUXI
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal21 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Lampung Selatan Nomor 07.a Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan JaJan 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal l '1 71J n " 2017 

BUPATI LAMPUBG SELATAN, 

SAN 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal \ l\, 'I v\[\. \ 2017 

SEKRETARIS DAERAH UPATEN LAMPUNG SELATAN, 

~ 

FREDYSM 
BERITA DAERAH KABUPATEB LAMPUBG SELATAN TAHUN 2017 BOMOR 3 \ 



tAMPIRAN I : PERi\TURAN BUPATI LAMf'UNG S8LhTAN 
NOMOR: Ti\HUN 2017 
TANGGAL: 2017 

BENTUK DAN 151 5URAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

SPTPD 
ISURAT PEJoIBERITAHUAIoi P1..IAK OAERAH I 

Masa Pajak 
Tahun 

. ............................. 

.... ... .. ... . .... .. ....... .. .. 
NO. URUT 

I I I I I I I 

Kepada yth, 

-
0 

- -. 
0 

-
I I I I I I I I CD 

- -
I I I I 

g yang tersedia unluk jawaban yang diberikan . 
atanganl . harap diserahkan kembali kepada Dispenda Kab lampung Selatan 

4 Ketertarnbatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penatapan secara jabatan untuk 

WP yang berdasarxan official Assesmnet dan denda untuk WaJib pajak yang berdasarkan self Assesment. 
A. OIlSI OlEH WAJIB PAJAK 

Jumtah = Unit

D 1 Industril Bisnls 
2 Rumah langga 
3 Sosial 
4 laJnnya 

Kva 
Vall 
literibUlan 

: 
Amp 

1 WBP Jam Hari 
2lWBP Jam hari : 

PEMERINTAH KABUPATEN 

(i) LAMPUNG SEtATAN 

BADAN PENGELOtA PAJAKDANRETRIBUSI DAERAH 

JL Mustafa Kemal No. 45 

TIp. (on7) 322242 Kallanda 

Nama 
Aramat 

NPWPD 

Tanggat Jatuh tempo 

Perhalian : 
1 Harap diisi dalam rangkap dua(2) ditulis uenqan hutuf CETAK 

2 Beri nomor pada 
3 Selelah dUsldan ditan 

paring larnbat pada langgal10 bulan . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 

1. Merk mpe Gensel 

2. GolOrlgan Talif 

3.Kapasltas Daya 
4.Vollase (tegangan) 
5.Konsumsi BBNlbln 
6.Faktor daya 
7.Beban Pemakaian 
8.Jam Operasional 



----

B. PERNYATAAN 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi- sanksi sesuai dengan ketentuan 


ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sava atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa
 

yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-Iampiran adalah benar, lengkap dan jelas 

.............................., 201 .
 

Wajib Pajak 

( Nama Jelas ) 

Gunting disini 

~---------------------------------------------

No. $PTPD: 

TANDA TERIMA 

NPWPD : 

Nama 

Alamat : 

............ .................., 201 .
 

Yang Menerima, 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

ZAINUDIN HASAN 



- -- -----

LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPAT) Ll\MPUNC SI·;I.ATAN 
NOMOR TI\HUN 2017 
TANGGAL 2017 

BENTUK DAN lSI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

PUAERIN'TAH KABUPATE~ Sl<PD 

lJIMPUNG SElJITAN (SURAJ K£ITTAP/IN PAlAl( DAfRAH) 

BAOAN f'(NGElOLA PAJ~ CAN RETltlWSI (),f,.(RAH NO. URUr 

n. Ko l. Maltmun fbsyld No . 4S T,]hun I I I I I I I 
np.(0727) 31U42 K>1I.od. 

Nam a 

A\ama~ 

NPWPD DO o IIIII1 CD 1111 

Tanggal jatuh te-mpo : 

Juml<ltl 
NO 

Rp 

+-- - - - - - - -
Jumlahxetatana n PotDkPaJak 

b. I(enaiun 
---- 1----- - -

Jumfah Keseluruhan 

Dengan HUMJI: 

PERHAnAN 

1.	 HilIOJPpen oran d llall;,ubn meliJlu r 9KP areu K.a~ Daerah (Bank ._.._ 1dengan nu"nggu nabn 5UI1'1 

seta"," P.ajak Daerah (SSPO). 

2. AP3bll~ SKPOIn1tid3li; a ta u k\,lra nlildibayar ~te ra" lewat wall;tu PO'lillg la ma 30 ha , j sela k 5 1(PO ln l dlt e llm.l 

dlke-nabn 5an l:51 admm ttrasr berupa bunEa sebesar 2 % per bulan 

___ _ _ Tahun __ 

a.n lep~'~ Olnas Pendapatan D3er.lh 

NIP. 

--- - - --- - - - __ · Gunllng d lsJni	 _ 

NPWPD 

Nam a 

JANDA lIRlMA 

No . SKPD' 

_______TahlJ n 

Yiling Menerima 

_ 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 



--

LIIMPJRIIN III : PERIITURAN BUI'ATI LAMPUNG SELATAN 
NOMO R TAHUN 20 17 
TA NGGIIL . 20 17 

BENTUK DAN lSI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 

PEMERINTAH KABUPATEN
 

LAMPUNG SELATAN
 

BADAN PENGELOLA PAJAK
 

~~~ DAN RETRIBUSI DAERAH 
tl~~ ~ JL.Kol. Makmun RaSVldNo . 45
 

I!l!!!' Tip. (0727) 322242 Kalianda
 

Nama : --.-.. --

Alamat :
 

NPWPD : OCr I I I I I I I I CD I I I I 
Tanggal Jatuh Tempo : 

l.	 Telah dil akukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewaiiban : 

Avat Pajak : [ I I I I I I 
Nama Pajak : ..............................................
 

II.	 Oeri pemeri ksaan atau ket erangan lain ters ebut dlatas, pengnit ungan jurnlah vang maslh harus dibavar adalah
 

seba gal ber ikut :
 

1. Dasar Peng enaan	 Rp 

2. Pajak vang terhutang	 Rp 

3. Kred it Pajak : 

a. Kopensasi kelebihan dar; tahun sebelumnya Rp 

b. setoran yang d ilakukan	 Rp 

c. Lain -lain	 Rp 

d. Jumlah van g dapat dikredrtkan (a+b+c)	 Rp 

4 . Jumla h kekurangan Pernbayaran Pok ok Pajak (2-3d)	 Rp 

5. Sanksi adm inistrasi :
 

a.Bunga Rp
 

b . Kenaikan	 Rp 

c. Jumlah sanksi adrninist rasi ta-b)	 Rp 

6. Jumlah vang ma sih harus dibayar (4+Sc)	 Rp 

Oengan Huruf : I	 I 
PERHATIAN 

1.	 Harap penyel oran drtakukan melalui BKP atau KasDaerah (Bank .....................) dengan menggunakan surat
 

Setoran Pajak Daerah (S5PD).
 

2.	 Apabila SKPDKB ini lidak atau kurang dibayar setelah tewat waklu paling lama 30 hari sejak SKPOKB
 

'Ini diterima diken akan sanksl admmnras) berupa bun ga sebesar 2 % per bu lan
 

.................. ............ Tahun ..........
 

a.n xepala Dinas Pendaoatan Oaerah 

...................................
 

NIP. 

- -	 - - Gunting disinj-

No. SKPDKB: 

rANDA TERIMA 

NPWPD
 

Nama
 

Alamal
 

_ _	 _ _ _ _ _ _ Tahun _ 

Yang Menerima 

( ) 

SKPDKB 
(sultAunnAPAi< PAlAl( D,o\(1lAH kURAHG BAYAR) 

NO. URUT Masa Pajak . .............................
 
Tahun . .............................
 I I I I I I I 

.. 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

..~~----
ZAINUDIN HASAN 



----

LAMPJRAN IV : PERATURAN BUPATJ IAMPUNG SEIATAN 
NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL 2017 

BENTUK DAN lSI SURAT KETETAPAN PlUM DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 

PEMERINTAH KABUPATEN~ 
LAMPUNG SELATAN
 

BADAN PENGEl.OlA PAlAl(
 

DAN RETRIBUSI DAERAH
l~ l 
JL Kol. Malcmun Rasyld No. 45 

TIp. (07271 322241 Kalianda 

Nama : .- .-.-. 
Alamar : 

NPWPD ; 0 0 
Tanggal Jatuh Tem : 

SKPDKST 

(SlJRAT HTfl'APAN PNM. OA(RAH .:ul\ANG BA'l'ARTA"-4BAHANJ 

Masa Pa,ak . ......................_..... NO.URUT 

Tahun . ............................. I I I I I I I 

.....
I I I I I I I I IT] I I I I 

I.	 Telah dllakukan pemerlksaan atau keterangan lain alas pelaksanaan kewajiban : 

Ayal Pajak : I I I I I I I 
Nama Pajak ; 

II.	 Darl perneriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghltungan jurnlah vang maslh harus dibavar adaJah 

sebagal benkut : 
1. Dasar Pengenaan	 Rp 

2. Pajak yang terbutang	 Rp 

3. Kredrt Pajak : 

a. Kopensasi keleblhan dari rahun sebelumrrya Rp 

b. setoran yang dilakuka n	 Rp 

c. Lain-lain	 Rp 

d. Jumlah vang dapat dikIedilkan (atb+e)	 Rp 

4. Jumlah kekurangan pernbayaran Pokok pajak l2-3d)	 Rp 

5. Sanksl adrninistra si : 

a. Bunga	 Rp 

b. Kenalkan Rp 

c.Jumlah sanksl admtnlstras] (a+b) Rp 

6. Jumlah yang rnasih harus dlbavar (4t Scl	 Rp 

Oensan HUfUf : I	 I 
PERHAnAN 

1.	 Harap penyeloran dllakukan melalui BKPatau Kas Daerah (Bank .......•.............) denean menggunakan sural 

Seloron pajak Daerah (SSPD). 

2.	 ""abUa SKPDKBT Ini !Idak atau kurang dibavar seletah lewal waklu paling lama 30 har! se)ak SKPDKBT 
ini dlte, lOla dikenakan sanksl admlnltrasi berup a bunga sebesar 2 ,.., per bulan 

............. ....,..........~ ...... j'ahun ...... ......
 

a.n	 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Relribusl Daerah 

........................................... 

NIP. 

- - - --- ---- Gunring disinl----- - 
No. SKPOKBT :
 

TANDA TERIMA
 

NPWPD 

Nama 

Alamat 

_ _	 _ _ _ _ _ _ Tahun _ 

Yang Menerlma 

I ) 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN 



--

- -
- -

- -

LAMPIRAN V:	 PERATURAN BUPAlllAMPUNGSELATAN 

NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL 2017 

BENTUK DAN lSI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN 

LAMPUNG S£LATAN Pllll 
BADAN PENGELOLAPAJAK ........
 
DAN RETRIBUSI oAERAH 

~.~ 
It, Kol. Makmun Rasvid No. 45 

!!I!!!
 Tip . (0727) 322242 Kalianda
 

Nama : 

Alarnat : 

Jurnlah 

Rp 

- - - -
-

- -
- -

--  -

I 

............ ........ Tahun ......... 

Penvetor 

(............................) 

NPWPO D D I I I I ! I [J CD I I I r 

Menyetor berdasarkan "J : D SKPD STPo Lain - lain D D 
SKPoT	 SPTPoD	 0 
SKPoKB SK Pembetulan 0	 0 
SKPoKBT SK Keberatan 0	 D 

: Masa Pajak : ............ Tahun: .................. No. Urut : .....................
 

Jenis Pajak Daerah No Avat 

- .- -
- - - . . - . 

- - - ". 
- - - . 

-
-

-- . - - - .- - -

Jumlah Setoran Pajak 

o engan Huruf : I 

Ruang untuk Teraan
 

Kas Register{Tanda Tangan
 

Petugas Penerima
 

SSPD
 
ISURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
 

Tahun ..............................
 

-
1. 

Oiterlma oleh,
 

Petugas Tempat Pembavaran
 

Tanggal : 

Tanda Tangan : 

Nama Terang : 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN 



LAMPlRAN VI : PERATLJRAN SLJPATILi\MPLJNO SEUITAN 
NOMOR: TAHLJN 20 17 
TANGO"'!-: 2017 

BENTUK DAN IS/ SURAT TAG/HAN PAJAK DAERAH 

I. 

II. 

1. 

2. 

fiJ 
(SURAT TAGIHAN PAJAK DAfRAH) 

................ NO.URUT 

................. 

- 
..

- 

Dari Penelltlan dan atau pernertksaan tersebut dlatas, penghitun8an jurntan yan8 rnasih narus dlbavar adalah 

Rp 

Rp 

Rp 

.................. ............ Tahun ......... 

a.n Kepala Dlnas Pendapatan Daerah 

........................................... 

NIP. 

No. STpD 

. ---

Tahun  - -
Yang Menerlma 

(............................) 

PEMERINTAH KABUPATEN
 

LAMPUNG SELATAN
 

MOAN PENGELOLA PAJAK
 

DAN RETRIBUSI DAERAH
 

JL Kol. Makmun Rasyld No. 4S
 

Tip. (On7) 322242 Kallanda
 

Nama : .. 

Alamat : -
NPWPD - -
Tanggal Jatuh Tempo ; ......................................
 

Telah dilakukan pemerlksaan at au kelerangan lain atas pelaksanaan kewaJlban : 

Ayat Pafak :
 
Nama Pajak : .............................. ................
 

sebagai berlkut : 

1. Pajak yang kurang dlbayar 

2. Sanksi adminlstrasi 

a. Bunga 

3. Jumlah yan8 masih harus dibay ar (1+2a) 

Oengan Huruf : 

PERHATIAN 

Harap penyeloran dilakukan melaluJ BKPalau /Cas aa"",h (Bank .....................) dengan men/:l;unakan sural 

Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

Apabila STPD Inj tidak atau kurang dlbayar setelah lewat waktu paling lama 30 harf sejak STpD 

In( dlterfma dil<enakan sanbl adminltnsl berupa bunga sebesar 2 % per bulan . 

Guntlng dls/nl 

TANDA TERIMA 

NpWPD : 

Nama : -  - ..' -  --
Alamat : 

STPD 

Masa Pajak ..............

Tahun . ............


BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN 


